
WAL!KOTA PALANGKA RAYA 

PROVINSI KALIMANTAN Tt<;NU-AH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA TAHUN 2020 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tunjangan Harl Raya Kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Prajurit Tcntara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, dan Penerima 

Mengingat 

1\m.jangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 

2020 Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kata Palangka Raya; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembornn 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2753); 
2. tJndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ~eulling 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembanm Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Un<lang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan 

Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah di1..1bah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undan~ Nomor 23 Tallun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 TW1un 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tamhahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kcpada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai 

Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pcncrima Pensiun atau 

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6515); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Peduman Pengdolaan Keuangan lJaerah 

sebagaimana telah ben1b1,h beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Pera tu ran Menteri 

Dalan1 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
8. Peraturan Menleri Dtdam Negcri N01nor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebugaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Ncgeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Pcrubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembenlukan Produk Hukum Daerah 

{Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
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9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor U2 Tahun 

2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kata Palangka Raya Tahun 2010 

Nomor 02), sebagaimana telah diubah beherapa kali, 

terakhir dengan Perahiran Daerah Kota Palangka Raya 
Nornor 15 Tahun 2014 tenta.ng Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 

2010 lentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 
Nomor 15); 

10. Peraturan Daerah Kota Pa.langka Raya Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pembentukan dan Susunan Pe-nmgkat 
Daerah Kata Palangka Raya (Lembaran Daerah Kata 

Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kata Palangka Raya Nomor 2); 

11.Peraturan Uaerah Nurnor 24 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Bclanj,i Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 

Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Palangka Raya Nomor l';l); 

12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 

2019 tent.ang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Dae rah Kota Palangka Raya Tahun 2019 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kola Palangka 

Raya Nomor 16); 

13.Peralun,n Walikola Nomor 03 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

'r>l.hun Angg,'lrfln ?.O?.O (RP.rirn 0f!P.rnh Kota Palangka 

Raya Tahun 2019 Nomor 63); 

PERATURAN 
TUNJANGAN 

MEMUTUSKAN : 

WALIKOTA TENT ANG PEMBERIAN 
HART RAYA TAHUN 2020 BAGI PEGAWAI 

NEGERI SlPIL DI LJNGKUNGAN PJ;;MJ;;RlNTAH KOTA 

PALANGKA RAYA. 

BAB I 
KKfENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini y::mg dimaksud dengfln'. 

1. Kata adalah Kata Palangka Raya. 

2. Pcmerintah Kata adalah Pemerintah Kota Palangka 

Raya. 



3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya. 

4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Pa.Iangka Raya. 

5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yung selanjutnya 

disingkat SOPD adalah Penmgkat Daerah pada 

Pernerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala SOPD 

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara 

tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

7. Calon Pegawai Negcri Sipil yang selanjutnya disingkat 

CPNS ada!ah warga negara Indonesia yang memenuhi 

i,yarat tertentu, dicmgkat oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan ditempatkan di Wilayah Kota 

Palangka Raya. 

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang d1terbitkan oieh Pengguna 

Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 

mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen 

l-'elaksanaan Anggaran (DPA). 

CJ. Surat Perintah Pencairan Dana yang se!anjutnya 

disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 

oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kola 

Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas bcban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan 

SPM. 

BAB II 
Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 2 
(1) Tunjangan Hari Raya tahun 2020 diberikan kepada: 

a. PNS; 

b. Pcncrima gaji terusan dari PNS yang meninggal 

dunia, tewas atau gugur; 

c. Pcnerima Pensiun; dan 

d. Calon PNS. 
(2) Tunjangan Bari Raya tahun 2020 tidak diberikan 

kepada; 

a. Pejabat Negara: 
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h. PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan 
setara Jabatan Pimpinan Tinggi; 

c. PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama atau 

dalam jabatan setana. JabuUu1 Fuug1cJiorial Ahli 

Ut.ama; 

d. Anggula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; clan 

e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan 

negara. 

Pasal 3 

(I) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayal (1) diberikan sebesar penghasilan 

PNS pada buian Maret 2020. 

(2) Penghasi!an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan bagi Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 

2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun 

atau Tunjangan PNS paling sedikit mdiputi gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan 

umum pada bulan Maret 2020. 

(3) Dalam ha! penghasilan 1 (satu) hulan pada ayat (2) 

belum dibayarkan sebesar penghasilan yang 
seharmmya diterima karena berubahnya penghasilan, 

kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 

kckurangan Tunjangan Hari Raya. 

(4) Pcnghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 

berdasarkan pemturan Perundang-Undangan. 

(5) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang­

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan. 

{6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan de,n <lit.unggung 

pemerint.ah. 

Pasal 4 
(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pa:sal 2 ayat (1), 

dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya 

yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan diin 
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan clan 

Belanja Daerah. 
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(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
(1) m,:,nerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari 

raya hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih 
besar. 

(3) Dalam hal gaji pokok/penghasilan y=g bcrsifat gaji 

pokok sebagaimana dimaksud pada a_yat (2) melebihi 

Rp.S.661.700,- (lima jut a enam ratus enam puluh satu 

ribu tujuh ratus rupiah) maka tunjangan hari raya 
yang dibayarkan adalah sebesar Rp.5.661.700,­

(lima juta enam ratus enam puluh satu ribu t·ujuh 
ratus rupiah). 

Pasal 5 
(1) Penerinm gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia 

a.tau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji 

pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan umum at.as 
gaji terusan yang diterima pada bulan Maret 2020. 

(2) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi a.tau 

SOPD tempat PNS yang bersangkutan bckcrja. 

Pasal 6 

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan 

sebagaimana mestinya. 

BAB III 
Pembayaran 

Pasal 7 
Pemhayaran tunjangan hari raya sehagaimana dimaksud 

dalam Pas.tl 2 dan Pasal 7 dibebankan pada masing­

masing DPA SOPD berkenaan Tahun Anggaran 2020. 

Pasal 8 

(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM 
tunjangan hari raya kepada Hadan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku 

Bendahara Umum Daerah. 

{2) SPM tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah 

dari SPM gaji bulanan. 

Pasal 9 

Dalam hut pengajuan SPM lunjangar1 hari raya pada bulan 

Mei 2020 tidak dapat dilaksanakan, pengaJUan 

pembayaran tunjangan hari ray;, dapat dilakukan pada 

bulan-bulan setelah bulan Mei 2020. 
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BAB IV 
Pengendalian Internal 

Pasal 10 

(I) Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka 

Raya, menyelenggarakan pengendalian internal 

terhadap pelaksana,,n pembayarnn tunjangan hari 

raya pada SOPD masing-masing. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai ketent.uan Pcraturan 

Perundang-U ndangan. 

BABY 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Walikota in1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan dan Penetapan Pcraturan ini dalam Berita 
Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 18 t,· L ~ ,;~ 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal ·,:; ,<li ~029 

WALIKOT~NGKA RAYA, 

• I • 
FAIRID NAPARIN 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 7 


